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Abstrak
 

Penulisan tesis ini menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan data sekunder sebagai sumber

datanya. Yang menjadi permasalahan adalah apakah hakim dapat memeriksa suatu kontrak yang di

dalamnya terdapat klausula arbitrase terkait dengan asas kebebasan berkontrak apabila terdapat sengketa

diantara mereka, apakah upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mengajukan pembatalan putusan

arbitrase yang telah diputus oleh BANI, dan bagaimanakah pelaksanaan pembatalan putusan arbitrase yang

telah diputus BANI oleh MA? Berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata ayal (1) yang memuat

asas kebebasan berkontrak atau asas paeta sunt servanda ini, maka hakim Pengadilan Negeri dapat

menyatakan dirinya tidak berwenang karena jabatannya (ex officio) untuk mengadili sengketa yang di

dalamnya terdapat klausula arbitrase. Tidak tergantung pada ada atau tidaknya eksepsi dari tergugat tentang

ketidakwenangannya itu, mengenai upaya pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus oleh BANI,

adalah seperti yang diatur secara limitatif dalam Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa, dimana harus memenuhi unsur dalam Pasal 70 tersebut. Dari beberapa

kasus pembatalan putusan arbitrase yang telah diputus BANI oleh Mahkamah Agung dapat diketahui bahwa

dasarnya yang dianut Mahkamah Agung adalah prinsip paeta sunt servanda yang terlihat pada saat

memeriksa dan memutus permohonan kasasi dari sengketa kontrak yang mencantumkan klausula arbitrase,

oleh karena itu pengadilan tidak secara otomatis dapat mengadili suatu sengketa, apabila telah diperjanjikan

dalam kontrak bisnis mereka sebelumnya berupa klausul arbitrase bahwa para pihak akan menyelesaikan

sengketa mereka melalui forum arbitrase, kecuali terjadi kesalahpahaman mengenai klausula arbitrase, salah

pengertian dan salah penafsiran, para pihak telah mencabut atau membatalkan klausula arbitrase.

<hr>The writing of this thesis research methods literature with secondary data as the data source. The

problem is whether the judge can review a contract that contains the arbitration clause related to the

principle of freedom of contract if there is a dispute between them, whether the remedy which can be done

to apply the annulment of the award which had been cut 'by BANI, and how the implementation of the

annulment of the award BANI which had been cut by the Supreme Court? Under article 1320 and Article

1338 Civil KUH point (1) which includes the principle of freedom of contract or pacta sunt servanda

principle of this, the District Court judge may declare themselves not competent because of his position (ex

officio) to adjudicate disputes in which the arbitration clause. Does not depend on the presence or absence of

the defendant's demurrer on not authorized it, about the efforts that the annulment of the award has been

settled by BANI, is regulated as limitatif in Article 70 of Law No. 30 of 1999 on Arbitration and Alternative

Dispute Resolution, which must meet the elements of Article 70 is. Of some cases of cancellation of the

award that has been decided by the Supreme Court BANI can be seen that essentially the Supreme Court

adopted the principle of pacta sunt servanda is visible at the time of review and decide upon appeal from a

contract dispute that included the arbitration clause, therefore the court does not automatically can judge a

dispute, if it had been agreed in previous contracts o f their business arbitration clause that the parties will
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resolve their dispute through arbitration forum, except for misunderstanding about the arbitration clause,

misunderstandings and wrong interpretations, the parties have been revoked or canceled the arbitration

clause.


